
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perkawinan merupakan salah satu perikatan suci yang mana perikatan 

tersebut dilandasi dengan ikatan lahir batin, dalam Undang-Undang 

Perkawinan ikatan lahir batin tersebut dilakukan oleh laki-laki dan wanita 

yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berlandaskan oleh Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Terjadinya ikatan perkawinan selama masa perkawinan dapat 

menimbulkan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang 

disebut harta gono gini. Dalam mempertahankan dan melindungi harta yang 

diperoleh pada masa perkawinan sehingga tidak menjadi harta bersama, suami 

istri dapat melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung 

sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan agar terjadi pemisahan 

harta pada masa perkawinan, namun dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin tidak hanya dibuat 

sebelum masa perkawinan tetapi juga dapat dibuat pada masa perkawinan. 

Sehingga akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak 

merugikan bagi pihak ketiga yang telah terikat perjanjian dengan suami istri 

tersebut. 

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan dalam pembuatan perjanjian 

kawin, sehingga dalam Bab II menjadi pokok pembahasan tentang perbedaan 

pengaturan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan dan 

perjanjian  kawin  yang  dibuat  pada  masa  perkawinan,  yang  membedakan  
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dalam peraturannya, yaitu tentang : 

1. Waktu pembuatan dan waktu berlakunya perjanjian kawin pada masa 

perkawinan, sebagai berikut : 

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 perjanjian kawin dibuat, dicatatkan dan disahkan oleh pegawai 

pencatan perkawinan sebelum berlangsungnya ikatan perkawinan. 

Sehingga perjanjian kawin tersebut mulai berlaku pada saat ikatan 

perkawinan tersebut berlangsung. Berbeda dengan setelah adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana perjanjian 

kawin dapat dibuat pada saat ikatan perkawinan telah terjadi yaitu pada 

masa perkawinan. Oleh sebab itu terdapat perbedaan waktu berlakunya 

perjanjian kawin tersebut bagi pihak ketiga, yang mana apabila perjanjian 

kawin dibuat pada masa perkawinan, maka perjanjian kawin tersebut 

berlaku bukan sejak adanya ikatan perkawinan, namun sejak perjanjian 

kawin tersebut dicatatkan dan disahkan berdasarkan penetapan Pengadilan 

Negeri.  

2. Bentuk dan tahapan pengesahan perjanjian kawin yang dibuat pada masa 

perkawinan 

Bentuk dan tahapan pengesahan perjanjian kawin, apabila perjanjian 

kawin dibuat sebelum ikatan perkawinan maka tahapan yang dilakukan 

yaitu, calon suami istri sepakat membuat perjanjian kawin dalam bentuk 

notarial yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, 

selanjutnya dilanjutkan pendaftaran perjanjian kawin tersebut kepada 

pihak  Pengadilan  Negeri  dan  disahkan  dan  dicatatkan  pada  pegawai  
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pencatat perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 perjanjian kawin tersebut dibuat pada masa perkawinan dalam 

bentuk dan tahapan yang harus dilakukan pihak suami dan istri 

mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan 

Negeri, sehingga dari penetapan Pengadilan Negeri yang diperoleh 

menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kawin dan pembagian harta 

bersama. Setelah memperoleh penetapan pihak suami istri menunjuk 

Notaris untuk dibuatkan perjanjian kawin berdasarkan penetapan 

Pengadilan Negeri beserta Akta Pembagian Harta Bersama sesuai 

penetapan dari Pengadilan. Selanjutnya akta perjanjian kawin tersebut 

dicatatkan dan disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan berdasarkan 

undang-undang yang berlaku.   

Dengan adanya perubahan pengaturan yang terjadi akibat putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam pelaksanaannya dapat merugikan 

pihak ketiga yang telah terikat dalam suatu perjanjian terhadap suami istri, 

yang sebelumnya tidak melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan 

berlangsung. Sehingga dalam Bab III menjelaskan tentang legalitas perjanjian 

kawin yang dibuat pada masa perkawinan bagi pihak ketiga berdasrkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Legalitas bagi  pihak  ketiga  dalam  perjanjian  kawin  yang  dibuat  pada  

masa perkawinan berfungsi sebagai penjamin bahwa tidak akan ada pihak 

ketiga yang dapat dirugikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena dalam proses pembuatan perjanjian kawin  
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pada masa perkawinan harus memenuhi tahapan sebagai berikut ; 

1. Penetapan Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh para pihak, yaitu 

suami istri yang menginginkan dibuatkannya perjanjian kawin pada masa 

perkawinan oleh Notaris; 

2. Perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat untuk memisahkan harta 

kekayaan bersama suami dan istri berdasarkan kesepakatan para pihak 

yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam penetapan 

Pengadilan Negeri merincikan setiap aset yang diperoleh selama masa 

perkawinan, pembagian aset dalam hal ini berbicara tentang pembagian 

hak atas benda. 

3. Pencatatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan kepada 

Pegawai pencatat perkawinan tersebut bertujuan agar perjanjian tersebut 

disahkan dan mengikat setiap pihak yang terikat perjanjian terhadap salah 

satu pihak. 

Oleh sebab itu dalam hal ini pihak ketiga tidak dapat dirugikan, namun 

apabila ketika pihak ketiga atau kreditur dapat membuktikan bahwa yang 

dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan, maka pihak 

ketiga dapat menuntut pelunasan hutangnya atau pemenuhan tanggungjawab 

terhadap harta bersama atau harta gono gini tanpa adanya pemisahan harta  

dan tanggungjawab dari suami istri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran 

sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:  
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1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 diharapkan untuk dapat dibentuk peraturan pelaksana yang 

mana mengatur proses tahapan pembuatan perjanjian kawin pada masa 

perkawinan, karena hingga saat ini masih  belum mampu memberi 

kepastian hukum bagi semua pihak dalam hal pemenuhan prestasi yang 

timbul dari suatu perjanjian, baik suami istri, pihak ketiga dan pejabat 

yang berwenang dalam melakukan proses pembuatan perjanjian kawin 

pada masa perkawinan. 

2. Menghimbau masyarakat yang menginginkan untuk membuat 

perjanjian kawin pada masa perkawinan dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan untuk 

tidak memanfaatkan celah dari peraturan yang ada, yaitu menjadikan 

dasar itikad baik dalam pembuatan perjanjian kawin, sehingga 

perjanjian kawin yang dibuat tidak merugikan semua pihak yang 

terikat dalam perjanjian  di kemudian hari.  

3. Perlunya merincikan aset yang dimiliki selama perkawinan agar 

pembagian harta perkawinan dapat secara jelas dan yang terpenting 

kesepakatan para pihak, agar di kemudian hari tidak ada pihak yang 

dirugikan.  
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